
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA
KOTA KEDIRI

NOMOR T TAHUN 2OO7
TENTANG

PENJABARAI{ ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELA}IJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO7

WALIKOTA KEDru.

: bahwa meme,linrhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor..... Tatrun

2007 tertang Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2007, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pe4iabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tatnm Anggaran 2007 sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

: l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tenga[ Jawa Barat dan Dalam Da€rah Istimewa Yogyakarta ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor a5 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1994 Nomor 62,

Tambatmn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tatrun 1997 tnntang Pajak Daeratr dan

Retribusi Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2000 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4048);



4. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 19..{,7 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tatnrn 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telatr diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2000 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaftun

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 75,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 20O4 tentang Perbendatraraan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambatmn Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355);

8. Undang-Undang Nomor l0 Tatrun 20M tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatnrn 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesiaNomor a389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor M2l);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeratr

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tatrun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tatrun 2004 tentang Pemerintatran Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tarnbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a548);



J

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintatr Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ll8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2001 Nomor ll9,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintatr 37 Tahun 2006 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20M tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4659);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2005 Nomor 48, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintatran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4503);

18. Peraturan Pemerintatr Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeratr

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatrun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575):
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tatrun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tatrun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

24. Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintatr (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tatun 2006 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun

Anggaran 2007;

28. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAITI:

PERA,TURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PENJABARAN

.{\GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

.{\-rcARAN 2007
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Pasal I

lnggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2007 terdiri atas :

l. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daeratl

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah PendaPatan

Belanja

a Belanja Tidak Langsung

l. BelanjaPegawai

2. Belanja Bunga

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibatt

5. Belanja Bantuan Sosial

6. Belanja Bagi Hasil

7. Belanja Bantuan Keuangan

8. Belaqia Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

l. BelanjaPegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. BelanjaModal

Jumlah Belanja

Defisit

Pembiayaan

a- Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 54.473.976.933,00

Rp. 395.63 6324.189,00

Rp. 21.732.272.901,00

t76.756.113.883,00

0,00

21.581.690.000,00

0,00

12.857.121.496,00

915.000.000,00

4.575.400.000,00

500.000.000,00

Rp. 471.842.974.023,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

34.553.261.762,00

100.706.838.654,00

179.138.568.088,00

Rp. 217.185.325.379,00

Rp. 314.398.668.504,00

Rp. 531.583.993.883,00

Rp. 59.741.019.860,00

Rp.

Rp.

60.741.019.860,00

1.000.000.000,00

Rp. 59.741.019.860,00

Sisa t€bih Pernbiayaan Anggaran Tatrun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam

I Peruuran Walikota ini.
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Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam

II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

r.qrFiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagran yang tidak

Episahkan dari Peraturan Walikota Kediri.

Pasal 5

Haksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut

-lan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daeratr sesuai dengan

taentuan perundang-undangan.

Pasal 6

katuran Walikota Kdiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya" memerintalrkan pengundangan Peraturan Walikota ini

&lam Berita Daeratr.

Ditetapkan di Kediri

Padatanggal  26- l  -2007

WALIKOTA KEDIRI.

\GKAN DALAM BERITA DAEN..

KOTA KEDIRI, .
q, lSERt A PA[)A TC{c/56.,  |  }

I

-\n. A- MAscHUT


